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KATA PE,NGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas karunia dan

hidayahNya akhirnya Kajian Rancangan peraturan Bupati Bangka tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD di Kabupaten Bangka dapat diselesaikan.

Kajian ini disusun sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangar

Peraturan Bupati Bangka Tentang Pengadaan Barang/Jasa BUMD.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan mauprm pustaka yang

ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna dan

perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan saran dan kritik
yang membangun guna kesempurnaan dalam penyusunan kajian yang akan datang.

Akhimya semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan dapat

digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

BUMD di Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 31 Ianuan2025
Daerah,Plh.
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A. Latar Belakang

Kabupaten Bangka memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik f)aerah

@UMD)yaituPerusahaanLlmumDaerahAgroLestariMandiri(Perurnda

Alam)danPertlsahaanUmumDaerahAirMinumTirtaBangka(Perumdam

Tirta Bangka)' Perumda Alanr merupakan perusahaan 'i:O' :tt]"1'-

bergerakdibidangpertanian.pariwisataclanenergi"didirikanberdasarkarr

PeraturanDaerahNomor12tahun20lgtentangPerusahaanUmumDaerah

Agro Lestari Mandiri'

Sementaraitu,PerumdaAirMinumTifiaBangkayangsemula

ber.bentukl,erusahaanDaerahAirMinum(PDAM)merupakanBUMDyang

didirikanberdasarkansuratKeputusanMenteriPekerjaanUmumNomor

O87/KPTSiCK/VII19S2tanggalZgJunilgS2.BerdasarkanPeraturanDaerah

Nomorlf'ahun2020,PDAMTirtaBangkaberubahbentukmenjadi

PerusahaanUmumDaerahAirMinumTiftaBangkayangmengusahakan

penye<liaanairminumyangbersih,sehatdanmemenuhisyarat-syarat

kesehatanbagimasyarakatdenganmengutamakanpelayanandankebutuhan

BAB I

PENDAIIULUAN

masyarakat di Daerah dan sekitarnya'

BUMD Kabupaten Bangka sebagai badan usaha yang kepemilikan

modalnyaberasaldaripernerintahdaerah,terusmelakukaninovasidalam

pemberianlayanankepadamasyarakat.Untukmelakukanhaltersebut'tentu

terdapat proses pengadaan barangijasa yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan

pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah'

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (1), diamanatkan bahwa pengadaan

barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan

transparansi, dan ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan

barang dan jasa BTIMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah' Oleh
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karenaitu,untukmencapaitujuanprinsip-prinsippengadaarrbarang/jasa

sesuaiaturandimaksurj,sangatdiperlukanperaturankepaladaerahyang

mengatur tentang pengadaan barang/jasa BUMD di Kabupaten Bangka'

B. IdentilikasiMasalah

PemerintahKabupatenBangkahinggasaatinibelummemiliki

PeraturanKepalaDaerahTentangPengadaanBarangdanJasaBUMD.oleh

karenaitu,BUMDyangadadiKabupatenBangkatermasukPerusahaan

umum Daerah Air Minum Tirta Bangka dalam melaksanakan pengadaan

barangdanjasamasihberpedomanpadaSuratKeputusanDirektur.Halini

tidak sesuai dengan afifirtat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (2) bahwa ketentuan

pengadaanbarangdanjasaBUMDditetapkandenganperaturankepaladaerah

atau dalam hal ini adalah.peraturan Bupati. Rancangan Peraturan Bupati yang

akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala

Daerahyangmampumenjaminpengaturanpengadaanbarang/jasaBUMD

sesuai prinsip efisiensi dan fransparan'

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan terkait pengadaan barang danjasa BUMD di Kabupaten Bangka

yaituoobelumadanyaPeraturanBupatiBangkatentangPedoman

Pengadaan Barang}asa BUMD Kabupaten Bangka"'

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati

Bangka tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD adalah merumuskan

pengadaan barang/jasa BUMD di Kabupaten Bangka yang sesuai dengan

prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu

prinsip efisiensi dan ffanParansi.
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D. Dasar Hukum

DasarhukumdaripenyusunanPeraturanBupatiBangkatentang

Pedoman Pengadaan BaranglJasa PDAM Tirta BangOu' udulunt. 

' ' n-^-'i

l.Undang.UndangNomor2TTahtn2000tentangPembentukanProvrnst

KepulauanBangkaBelitung(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun

2000Nomot2|T,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor

4033);

2,Undang-UndangNomtlr23Tahun2014tentangPemerintahanDaeralr

(LembaranNegaraRepublikInclonesiaTahun20l4Nomor244.Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor55sT)sebagaimanatelah

beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun

2023 tentarrypenetapan 
peraturan pemerintah Pengganti undang-undang

Nomor2Tahun2022teltangCiptaKerjaMenjadiUndang-Undang

(LembaranNegaraRepubliklndonesia.fahun2022Nomor4l,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 5 6);

3.PeraturanPemerintahNomor54Tahun20lTtentangBadanUsahaMilik

Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun20lTNonror305,

TambahanLembaranNegeraRepubliklndonesiaNomor6lT3);

4.PeraturanDaerahNomorlltahun20lgtentangPerusahaanUmumDaerah

AgroLestariMandiri(LembaranDaerahKabupatenBangkaTahun20l9

Nomor 8 Seri D);

5.PeraturanDaerahKabupatenBangkaNomorlTahun2020tentang

PerusahaanUmumDaerahAirMinunrTirtaBangka(LembaranDaerah

Kabupaten Bangka lahun 2020 Nomor 1 Seri D)'
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BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Secara umum pengertian dari pengadaan barang danjasa adalah suatu

kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimuai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh barang atau jasa. Menurut Indra Bastiar_ (2012.263), pengadaan

barang dan jasa yakni perolehan barang, jasa dan pekerjan perusahaan dengan

cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan'

Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang

ditingkapkan Marbun (2012:35) yaitu: "Pengadaan barang dan jasa adalah

upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan Srang dilakukan atas

dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system of thought), mengikuti

norma dan etika yatlg berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang

baku."

Christopher & Schooner (2007) yang dikutip oleh Badzlina Daroyani

Novitaningrum (2014) menyatakan bahwa: "Pengadaan atau procurement

adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif

dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya."

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barangliasa merupakan suatu

kegi atan untuk mendapatkan atau mewuj udka n barangl iasa yang diingin-kan

berdasarkan peratrlran yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan

proses pengadaan.

B. Kajian Terhadap AsaslPrinsip Yang Terkait Dengan Norma

Menurut Sutedi {2012:11) : .. -- agffi tujuan pengadaan barang dan jasa

dapat tercapai dengan baik, maka somua pihak yang terlibat dalam proses

pengadaan harus mengikuti nonna yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila
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terdapat lebih dari satu orang, karena nonna pada dasarnya mengatur tata cwa

bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya"'

Sebagaimana norma lain yang berlaku, ooflna pengadaan barang dan

jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan noilna tertulis. Norma tidak tertulis

pada umumny a adatah norrna yang bersifat ideal, sedangkan noflna tertulis

pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal

pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang

hakikat, filosofi, etika profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan

jasa. Adapun nonna pengadaan barang dan jasa bersifat operasional pada

umunnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan

bentuk produk statute lainnYa-

C. Kaiian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Datam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD semakin

penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swast4

sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan Pffiffi, dan turut

membantu pengembangan usaha kecil dan menengah' BUMD didirikan

dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian

Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang ddataujasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang

bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BUMD Kabupaten Bangk4 dalam penyelenggaraannya berusaha untuk

menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Governancel3CG), termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa

BUMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah pasal 93 ayat (1) diamanatkan bahwa pengadaan

barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan

ftansparansi. Hal ini sejalan dengan 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi

pedoman dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yaitu keterbukaan
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(transparency), akuntabilitas (.accountability), pertanggungiawaban

(responsibiil4v), kemandirian (inclependency), serta kesetaraan dan kewajaran

(fbirness).

D. Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, BUMD di Kabupaten

Bangka hingga saat ini masih menggunakan Surat Keputusan Direktur sebagai

pedoman pengadaan barang dan jasa. surat Keputusan Direktur BUMD

tentang pelaksanaan Barang/Jasa tersebut, disusun berdasarkan standar

pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten

Bangka. Namun, hal ini dinilai masih belum tepat karena tidak sesuai dengn

peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan {Jsaha Milik

Daerah pasal 93 ayat (2) bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa BUMI)

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau dalam hal ini adalah.Peraturan

Bupati.

Kondisi tersebut di atas, mengakibatkan permasalahan dalam

pengaturan teknis pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Keputusan

Direktur yang bisa berakibat pengadaan barang dan jasa di BUMD tidak

efisien dan transparan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
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BAB III

JANGKAUAN,ARAHPENGATURANDANRUANGLINGKUPMATERI
MUATA}I PERATURAN KEPALA DAERATI

A. Jangkauan

PeraturanBupatiBangkatentangPedomanPengadaanBarangdan.lasa

BUMD Kabupaten Bangka dapat menjadi acuan bagi seluruh BUMD di

Kabupaten Bangka dalam pengadaan barang dan jasa yang bersih dan sehat

seda berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien dan

tlansparansepertiyangtertuangdalamPeraturanPemerintahNomor54Tahun

2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah'

B. Arah Pengaturan

Untukpengadaanbarangdanjasayangbersihdansehatserta

berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan'

arah pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 202l tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' Arah pengaturan

dimaksud meliputi pengadaan barang/jasa yang terdiri dari barang, pekerjaan

konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang dilaksanakan dengan cara

swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa. Adapun sumber anggaran

dapat berasal dari: 1) anggaran BUMD; 2) danahibah atau bantuan yang tidak

mengikat; danlatru 3) sumber dana lain selain Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka

tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Bangka,

mencakup:

a. Bab I Ketentuan Umum

b. Bab 11 Maksud dan Tujuan

c. Bab III Ruang LingkuP
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d. Ba IV Kebijakan. Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa

e. Bab V Pengadaan BaranglJasa

f. Bab VI Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

g. Bab VII Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

h. Bab VIII Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

i. Bab IX Pelaksanaan Pengadaan BarangiJasa

j. Bab X Pengawasan dan Sanksi Administratif

k. Bab xI Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/.Tasa

1. Bab XII Penyelesaian Sengketa Kontrak

m. Bab XIII Ketentuan PenutuP
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BAB tV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersetrul di atas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa dalam rangka mewuiudkan pengadaan barangljasa yang sehat dan

bersih di lingkungan BUMD Kabupaten Bangka yang sesuai dengan prinsip

pengadaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu disusun landasan hukum bagi

BUMD dalam pengadaan barang/jasa di lingkungannya melalui Peraturan

Bupati Bangka.

B. Saran

Agar kiranya Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman

Pengadaan Barang dan Jasa BUMD yang akan menjadi dasar dalam

pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD dapat segera dibahas dengan

stakeholeler terkait.

Sungailiat, lanuan?425

Daerah,

Thony

Plh.
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